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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Magang yang dilaksanakan pada tanggal 04 

September sampai dengan tanggal 30 November 2023, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

UPTD PTU Suroboyo sudah memiliki beberapa dokumen terkait 

sistem manajemen keselamatan angkutan umum. Namun, UPTD PTU 

Suroboyo Bus belum menyusun dokumen tersebut sesuai ketentuan yang 

berlaku. Selain itu, terdapat beberapa dokumen yang masih belum dimiliki, 

sehingga dibutukan evaluasi dan rekomendasi dalam penerapan sistem 

manajemen keselamatan yang dapat dijadikan acuan sebagai perbaikan 

pada manjeman keselamatan pada UPTD PTU Suroboyo Bus. 

Dari hasil Penelitian 10 elemen SMK PAU yang ada pada UPTD PTU 

Suroboyo Bus terdapat total 20 dokumen dari 60 dokumen SMK yang 

diperlukan, sehingga nilai akhirnya yaitu 30,05 oleh karena itu UPTD PTU 

Suroboyo Bus perlu melengkapi dokumen SMK PAU sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

V.2. Saran 

Dari hasil magang, terlihat bahwa UPTD PTU Suroboyo Bus memiliki 

kekurangan dalam penyusunan dokumen terkait sistem manajemen 

keselamatan.Saran yang dibutuhkan yaitu langkah-langkah konkret seperti 

menyusun dokumen sesuai ketentuan, melakukan evaluasi menyeluruh, 

dan membuat rencana perbaikan yang terstruktur untuk melengkapi 

dokumen yang kurang. Penting juga untuk meningkatkan pelatihan dan 

kesadaran personel terkait keselamatan serta menjalankan monitoring rutin 

untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan yang diperlukan. 

Semua langkah ini menjadi penting guna meningkatkan kepatuhan 

terhadap regulasi dan meningkatkan tingkat keselamatan dalam layanan 

angkutan umum yang dijalankan oleh UPTD PTU Suroboyo Bus. 
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